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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan hukum 
pemberian grasi oleh presiden dan bagaimana 
penerapan kewenangan presiden dalam 
pemberian grasi menurut hukum positif di 
Indonesia di mana dengan metode penelitian 
hukum normatif disimpulkan: 1. Perundang-
undangan yang mengatur mengenai grasi yang 
berlaku saat ini adalah Pasal 14 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indomesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2010 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 
telah memperbaharui beberapa ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Grasi, antara lain: mengatur jangka 
waktu untuk mengajukan grasi, mempercepat 
pemberian jangka waktu kepada Mahkamah 
Agung dalam memberikan pertimbangan 
kepada presiden, menetapkan bahwa 
pengajuan grasi hanya dapar diajukan 1 kali 
saja, serta menetapkan ketentuan baru untuk 
memberikan wewenang kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan permohonan 
grasi kepada Presiden. 2. Kewenangan Presiden 
dalam memberikan Grasi merupakan 
kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam 
Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa, 
presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah 
Agung. Ini dimaksudkan agar terjalin saling 
mengawasi dan mengimbangi antara presiden 
dan Lembaga negara tersebut dalam hal 
pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan 
prinsip Checks and Balances. Berkaitan dengan 
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kewenangan pemberian grasi tersebut tidak 
ditemukan secara eksplisit kriteria atau alas an 
yang digunakan presiden dalam mengabulkan 
atau menolak suatu permohonan grasi. 
Kata kunci: grasi; kewenangan presiden; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 
sebelum maupun sesudah perubahan, presiden 
mempunyai kewenangan untuk memberi grasi, 
amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun 
setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang 
pertama, ketentuan tersebut mengalami 
perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan 
rehabilitasi, presiden harus memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam 
hal memberi Amnesti dan Abolisi, presiden 
memperhatikan pertimbangan DPR. Hal ini juga 
berkaitan dengan prinsip Checks and Balances 
serta hubungan kewenangan antara presiden 
dan Lembaga negara lainnya, mengenai 
pemberian grasi. 

Secara teoretis hak prerogatif presiden 
diterjemahkan sebagai hak istimewa yang 
dimiliki oleh presiden yang berisifat mandiri 
dan mutlak dalam artian tidak dapat digugat 
oleh Lembaga negara lain.5 Hak prerogatif 
presiden merupakan ketentuan konstitusional 
dalam kekuasaan pemerintahan suatu negara. 
Salah satu hak prerogatif presiden yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah grasi. Grasi 
merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh 
presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Presiden 
memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah 
Agung”.6 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum 
pemberian grasi oleh presiden? 

2. Bagaimana penerapan kewenangan 
presiden dalam pemberian grasi menurut 
hukum positif di Indonesia? 
 

C. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif. 
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PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Pemberian Grasi 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 
a. Pemberian Grasi Sebelum Amandemen 

UUD NRI Tahun 1945 
Pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 UUD 

NRI Tahun 1945 yang berbunyi, presiden 
memberi grasi rehabilitasi, amnesti dan abolisi. 
Pasal tersebut mencerminkan kekuasaan yang 
mandiri dan mutlak. Dalam memberikan 
pengampunan presiden tidak memerlukan 
persetujuan maupun pertimbangan dari cabang 
Lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini sangat 
besar dan presiden mempunyai kekuasaan 
penuh untuk melakukannya. Menurut 
penjelasan UUD NRI Tahun1945, dalam 
kekuasaan ini presiden bertindak sebagai 
kepala negara. Grasi oleh presiden pada 
dasarnya bukan suatu tindakan hukum, 
melainkan suatu tindakan non-hukum 
berdasarkan hak prerogatif sebagai kepala 
negara7, dengan demikian grasi bersifat 
pengampunan berupa pengurangan pidana 
atau memperingan pidana atau penghap  usan 
pidana yang telah diputuskan dan berkekuatan 
hukum tetap. 

b. Pemberian Grasi Setelah Amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 

Menurut ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 
1945 sebelum perubahan, presiden mempunyai 
kewenangan untuk memberi grasi, amnesti, 
abolisi dan rehabilitasi. Namun. Setelah 
perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang pertama, 
ketentuan dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 
tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu;8 

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung 

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dengan tujuan pemberian pertimbangan 
tersebut akan meningkatkan peran Lembaga 
yudikatif dan legislative dalam menjalankan 
mekanisme (checks and balances), namun tidak 
mengurangi kekuasaan presiden.9 
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 Ramiyanto. Op-cit. Hlm. 136. 

8 Abdul Ghoffar. Op-cit. Hlm. 104. 
9 Teuku Saiful Bahri Johan, 2018. Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi 

 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1950 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang 

permohonan grasi, ini dapat disebut dengan 
Undang-Undang Grasi, yang terdiri dari 15 (lima 
belas) Pasal yang berisi mengenai persyaratan 
dan mekanisme tata cara pengajuan serta 
permohonan grasi. 

Dalam Undang-Undang ini tidak dikenal 
pembatasan jenis putusan apa saja yang boleh 
dimohonkan grasinya. Artinya segala jenis 
hukuman apapun yang diputus oleh hakim 
dapat dimohonkan grasi, termasuk hukuman 
berat atau ringan, baik hukuman tutupan, 
penjara dan kurungan, hukuman denda atau 
hukuman kurungan pengganti amupun 
hukuman mati  permohonan grasi dapat 
diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari mulai hari setelah keputusan menjadi 
tetap.10 Sedangkan yang dijatuhi hukuman mati 
dapat mengajukan grasi dalam jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950  tidak 
menetapkan jangka waktu presiden harus 
memberikan keputusannya atas suatu 
permohonan grasi. Keputusan Presiden atas 
permohonan grasi dengan segera diberitahukan 
oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang 
diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada 
yang berkepentingan (Pasal 11 UU No. 3 Tahun 
1950). 

Kemudian Undang-Undang No 3 Tahun 1950 
ini dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-
Undang No. 22 Tahun 2002 tantang Grasi. 
Alasan penggantian Undang-Undang No. 3 
Tahun 1950 menurut konsiderans huruf b UU 
No. 22 Tahun 2002, karena UU No. 3 Tahun 
1950 dibentuk berdasarkan konstitusi RIS, 31 
Januari 1950. Oleh Krena itu dipandang tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan 
ketatanegaraan dan kebutuhan hukum 
masyarakat. Alasan itu, dikemukakan lagi pada 
alinea kedua Penjelasan Umum. Dikatakan, 
selain bersumber dari Konstitusi RIS serta tidak 
sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang 
berlaku sekarang, substansinya pun tidak sesuai 

                                                                                           
Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama. 
Hlm. 58. 
10 Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun1950 tentang 
Permohonan Grasi 
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lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat. 
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ini 
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1950. Dengan diundangkannya Undang-Undang 
No, 22 Tahun 2002 maka Undang-Undang No. 3 
Tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 terdiri atas 
enam Bab, dan 17 (tujuh belas) Pasal, mengatur 
mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup 
permohonan dan pemberian grasi, serta tata 
cara pengajuan dan penyelesaian permohonan 
grasi, dan ketentuan lain-lain. 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 hanya 
terdiri dari 2 (dua) Pasal. Pasal 1 menyebutkan 
mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2002 yang diubah. 
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, 
sehingga seluruhnya berbunyi menjadi: 

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, 
terpidana dapat mengajukan 
permohonan grasi kepada Presiden. 

2) Putusan pemidanaan yang dapat 
dimohonkan grasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling rendah 2 (dua) 
tahun 

3) Permohonan grasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
diajukan 1 (satu) kali. 

Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 
2010 tentang Grasi menyebutkan pembatasan 
pengajuan permohonan grasi hanya dapat 
diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan 
menghindari pengaturan yang diskriminatif.11 

Perubahan ketentuan Undang-Undang No. 
22 Tahun 2002 lainnya yaitu dengan penyisipan 
1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu 
Pasal 6A. 

Pasal 6A berbunyi: 
1) Demi kepentingan kemanusiaan dan 

keadilan, menteri yang membidangi 
urusan pemerintahan dibidang hukum 
dan hak asasi manusia dapat meminta 

                                                             
11 Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 

para pihak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 unutuk mengajukan permohonan 
grasi. 

2) Menteri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan grasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan 
permohonan dimaksud kepada Presiden. 

Perubahan berikutnya mengenai penetapan 
jangka waktu paling lama 1 (tahun) suatu 
permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap 
(Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan Pasal 10 juga 
diubah menjadi jangka waktu Mahkamah 
Agung mengirimkan pertimbangan tertulisnya 
kepada presiden yang dalam Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2002 ditentukan paling lambat 3 
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
Salinan permohonan dan berkas perkara. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 
menetapkan untuk menyisipkan 1 (satu) pasal 
yakni pasal 15A diantara Pasal 15 dan Bab IV 
yang menyatakan bahwa permohonan grasi 
yang belum diselesaikan  berdasarkan Pasal 15 
UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi 
diselesaikan paling lambat 22 oktober 2012, 
dan terhadap terpidana mati yang belum 
mengajukan permohonan grasi berdasarkan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, jangka 
waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud Pasal 7 
ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini 
berlaku.12 Undang-Undang yang saat ini berlaku 
dalam pengaturan grasi di Indonesia adalah 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo Undang-
Undang No. 5 Tahun 2010. 

 
B. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian 

Grasi 
Pada hakikatnya grasi merupakan 

pemberian pengampunan oleh kepala negara 
kepada pelaku tindak pidana dengan batasan 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-
Undang grasi Pasal 2 ayat (2) yakni, putusan 
pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan 
penjara paling rendah 2 (dua) tahun.13 

Kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara 
memiliki kewenangan yang besar untuk 
menjalankan program-program pemerintah dan 
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memastikan tercapainya tujuan negara. Maka 
dengan kenyataan yang demikian perlu adanya 
kontrol pengawasan terhadap kekuasaan 
eksekutif agar dapat berjalan sebagaimana 
mestinya yang sesuai dengan konstitusi dan 
nilai-nilai yang ada didalamnya.14 

Pemberian grasi dianggap bukan merupakan 
bentuk campur tangan presiden dalam urusan 
yudikatif, melainkan hak presiden untuk 
memberikan pengampunan. Meski pemberian 
grasi dapat mengubah, meringankan, 
mengurangi, atau menghapus kewajiban 
menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, 
tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga 
bukan merupakan rehabilitasi.15 

Kepala negara atau presiden dianggap 
berwenang dalam hal memberikan grasi, 
abolisi, amnesti dan rehabilitasi untuk 
kepentingan memulihkan keadilan terhadap 
dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh 
putusan pengadilan terhadap perilaku tindak 
pidana yang telah terbukti secara hukum dalam 
proses peradilan sebelumnya. Namun, dalam 
sistem presidensial tidak membedakan antara 
kedua jenis jabatan tersebut, kewenangan 
tersebut dianggap ada pada presiden yang 
merupakan kepala negara dan sekaligus kepala 
pemerintahan. Hanya saja untuk membatasi 
penggunaan kewenangan ini sebelum presiden 
menentukan akan memberikan grasi, amnesti 
dan abolisi itu, presiden terlebih dahulu 
diharuskan mendapat pertimbangan dari 
Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan 
Rakyat.16 

Terkait dengan kewenangan pemberian 
grasi, kewenangan tersebut dimiliki oleh 
seorang presiden. Kewenangan pemberian 
grasi tersebut dapat ditinjau dari 3 (tiga) hal 
yaitu menyangkut:17 

 
a) Kewenangan Konstitusional Presiden 

                                                             
14 Lely Indah Mindarti, 2016. Aneka Pendekatan dan Teori 
Administrasi Publik. Malang: UB Press. Hlm. 69 
15 Ade Adhari, 2020. Pembaharuan Sistem Hukum 
Pelaksanaan Pidana. Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm. 45. 
16 Jimly Asshiddiqie. Op-cit. Hlm. 184.  
17 R. Tony Prayogo, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha 
Negara dalam Mengadili Perkara Pemberian Grasi, Jurnal 
Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012, (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), 
h. 477-500 

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah 
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
Banyak dijumpai pada negara-negara yang 
berbentuk republic, kedudukan seorang 
presiden adalah sebagai kepala pemerintahan 
dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua 
kewenangan sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan inilah yang saat ini disandang 
Presiden Republik Indonesia. 

Dalam sistem presidensial, tidak dibedakan 
apakah presiden adalah sebagai kepala negara 
atau kepala pemerintahan. Akan tetapi yang 
ada hanya presiden dan wakil presiden saja 
dengan segala hak dan kewajibannya atau 
tugas dan kewenangannya masing-masing.18 

Dalam hal kewenangan presiden secara 
konstitusional baik sebagai kepala 
pemerintahan dan sebagai kepala negara diatur 
dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai kepala 
pemerintahan kewenangan presiden terdapat 
dalam  ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 dan sebagai kepala negara yang 
bertindak untuk dan atas nama negara 
ditentukan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD NRI Tahun 
1945.19 

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945, menyatakan bahwa presiden 
memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah 
Agung. Apabila dipahami secara seksama 
rumusan pasal tersebut, maka ketentuan pasal 
tersebut memberikan suatu kewenangan 
konstitusional kepada presiden yaitu 
memberikan grasi. Kedudukan presiden dalam 
memberikan grasi bertindak untuk dan atas 
nama negara. 

 
b) Kewenangan pemberian grasi berdasarkan 

undang-undang 
Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-

hal yang terkait grasi sebagaimana telah 
ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, 
Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU 
No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 
Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 
Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang 
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 Sumali, 2003. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang 
Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: 
UMM Press. Hlm. 41 
19 Ibid 
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grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum 
tentang grasi serta tata cara pengajuan dan 
penyelesain permohonan grasi.20 

Terkait dengan prinsip umum tentang grasi 
ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 
Tahun 2002 yang menyebutkan: “Grasi adalah 
pengampunan berupa perubahan, peringanan, 
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan 
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 
Presiden”, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 
No. 5 Tahun 2010, yang berbunyi: “Terhadap 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat 
mengajukan permohonan grasi kepada 
Presiden”. telah menegaskan kembali 
ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 
pemberian grasi merupakan kewenangan 
Presiden. 

 
c) Kewenangan mengabulkan dan menolak 

grasi 
Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 

menyebutkan bahwa‚ Presiden berhak 
mengabulkan atau menolak permohonan grasi 
yang diajukan terpidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat 
pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hak 
Presiden untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan grasi disebut dengan hak 
prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif 
tersebut merupakan hak khusus yang diberikan 
oleh konstitusi kepada Presiden.21 

Dalam menjalankan kewenangannya 
tersebut yang menjadi sorotan adalah alasan 
pemberian grasi. Grasi merupakan wewenang 
yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya 
sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam 
menghadapi permohonan grasi dari terpidana, 
Presiden akan memberikan keputusan dengan 
pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri 
secara alternatif, yaitu mengabulkan atau 
menolak permohonan grasi tersebut. 
Keputusan ini juga bersifat absolut, yang 
artinya tindakan Presiden dalam kaitannya 

                                                             
20 Hasan Basri. Kewenangan Konstitusional Presiden 
Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus 
Narkoba. Pakuan Law Review, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 
2019. Hlm. 64 
21

 Devi Yuliana Ashar, skripsi: “Kewenangan Presiden 
Dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan 
Pertimbangan Mahkamah Agung” (Makassar: UIN 
Allauddin, 2018), hlm. 56 

dengan pemberian atau penolakan grasi tidak 
dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.22 

Tidak ada keterangan secara tegas ataupun 
tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun 
peraturan perundang-undangan lainnya 
mengenai bagaimana permohonan grasi dapat 
dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Pasal 14 
UUD NRI Tahun 1945 memberi hak kepada 
Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, 
dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat 
atau kriteria pemberiannya, sehingga hak 
presiden tersebut bersifat mutlak.23 

Ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai grasi tidak menyebutkan secara 
eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar 
seseorang dapat diberikan grasi. Dalam 
konsiderans huruf b dan huruf c Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa 
grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk 
mendapatkan pengampunan dan/atau untuk 
menegakkan keadilan hakiki dan penegakan 
hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana 
harus mencerminkan keadilan, perlindungan 
hak asasi manusia, dan kepastian hukum 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 
1945.24 

Menurut Utrecht25,ada 4 (empat) alasan 
pemberian grasi yaitu sebagai berikut: 

a. Kepentingan keluarga dari terpidana 
b. Terpidana pernah berjasa bagi 

masyarakat 
c. Terpidana menderita penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan 
d. Terpidana berkelakuan baik selama 

berada di Lembaga pemasyarakatan. 
Menurut J. E. Sahetapy, alasan yang 

memungkinkan bagi Presiden untuk 
memberikan grasi adalah sebagai berikut :26 

                                                             
22 Ahmad Dukan Khoeri, Skripsi: “Analisis Hukum Islam 
terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi” 
(Semarang: UIN Walisongo, 2015) Hlm. 62 
23 Ibid. hlm. 63 
24 UU No. 5 Tahun 2010, Konsiderans huruf (b) dan (c) 
25 Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, 
(Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987),hlm. 239-242 
26 J.E Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak 
Presiden dalam pemberian grasi, 
http://wawasanhukum.blogspot.com//mekanisme-

http://wawasanhukum.blogspot.com/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html
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a. Bila seorang terhukum tiba-tiba 
menderita penyakit parah yang tidak 
dapat disembuhkan 

b. Hakim adalah seorang manusia yang 
mungkin saja khilaf atau ada 
perkembangan yang belum 
dipertimbangkan oleh hakim pada 
waktu mengadili si terdakwa 

c. Perubahan ketatanegaraan atau 
perubahan kemasyarakatan sedemikian 
rupa misalnya ketika Soeharto 
dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan 
Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-
tiba terasa mendesak, terlepas dari 
kasus Abolisi dan Amnesti 

d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu 
mencolok misalnya sehabis revolusi 
atau peperangan. 

Menurut Pompe, terdapat keadaan-keadaan 
tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan 
untuk memberikan grasi yaitu:27 

a. Ada kekurangan di dalam perundang-
undangan, yang di dalam suatu 
peradilan telah menyebabkan hakim 
terpaksa menjatuhkan suatu pidana 
tertentu, yang apabila kepada hakim itu 
telah diberikan kebebasan yang lebih 
besar akan menyebabkan seseorang 
harus dibebaskan atau tidak akan 
diadili oleh pengadilan atau harus 
dijatuhi pidana yang lebih ringan. 

b.  Adanya keadaan-keadaan yang telah 
tidak ikut diperhitungkan oleh hakim 
pada waktu menjatuhkan pidana, yang 
sebenarnya perlu diperhitungkan untuk 
meringankan atau untuk meniadakan 
pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang 
hal ini Pompe telah meyebutkan 
beberapa contoh, yaitu misalnya 
keadaan terpidana yang sedang sakit 
atau keadaan terpidana yang tidak 
mampu untuk membayar pidana yang 
telah dijatuhkan oleh hakim. 

c. Terpidana baru saja dibebaskan dari 
lembaga pemasyarakatan oleh Pompe 
telah dikatakan bahwa Pasal 15 dari 
keputusan mengenai grasi yang berlaku 

                                                                                           
pengawasan-atas-hak-hak.html, diakses pada 11 maret 
2020 
27 Laelly Marlina Padmawati. Tinjauan Yuridis Pemberian 
Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan. 
Vol.2 No.3, Sept-Desember 2013, Hlm. 303 

di negeri Belanda itu telah selalu 
menunjuk kepada hal tersebut 

d. Pemberian grasi setelah terpidana 
selesai menjalankan suatu masa 
percobaan, yang menyebabkan 
terpidana memang dapat dipandang 
sebagai pantas untuk mendapatkan 
pengampunan. 

Masih menurut pompe, mengenai 
pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari 
besar yang bersejarah. grasi seperti ini dapat 
membuat terpidana selalu ingat kepada hari 
bersejarah yang bersangkutan dan dapat 
membantu pemerintah dalam mencapai 
tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan 
kepada orang-orang terpidana yang telah 
melakukan tindak pidana-tindak pidana yang 
bersifat politis.28 

Jadi alasan dasar pemberian grasi, dari 
beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa alasan dasar yang dapat dijadikan 
pemberian grasi adalah beberapa faktor, baik 
faktor keadilan ataupun faktor kemanusiaan. 
Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena 
sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga 
peradilan telah menjatuhkan pidana yang 
dianggap kurang adil, maka grasi dapat 
diberikan sebagai penerobosan dalam 
mewujudkan keadilan itu sendiri. Sedangkan 
faktor kemanusiaan dapat dilihat dari keadaan 
pribadi terpidana sendiri, misalnya jika 
terpidana sakit-sakitan yang tidak kunjung 
dapat disembuhkan.29 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Perundang-undangan yang mengatur 
mengenai grasi yang berlaku saat ini 
adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indomesia Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2010 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang 
Grasi telah memperbaharui beberapa 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain: 
mengatur jangka waktu untuk 
mengajukan grasi, mempercepat 
pemberian jangka waktu kepada 

                                                             
28 Ibid 
29 Ahmad Dukan Khoeri, op.cit. hlm. 66 

http://wawasanhukum.blogspot.com/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html
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Mahkamah Agung dalam memberikan 
pertimbangan kepada presiden, 
menetapkan bahwa pengajuan grasi 
hanya dapar diajukan 1 kali saja, serta 
menetapkan ketentuan baru untuk 
memberikan wewenang kepada Menteri 
Hukum dan HAM untuk meneliti dan 
melaksanakan proses pengajuan 
permohonan grasi kepada Presiden. 

2. Kewenangan Presiden dalam 
memberikan Grasi merupakan 
kewenangan konstitusional yang 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) 
yang menyatakan bahwa, presiden 
memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. Ini dimaksudkan agar 
terjalin saling mengawasi dan 
mengimbangi antara presiden dan 
Lembaga negara tersebut dalam hal 
pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai 
dengan prinsip Checks and Balances. 
Berkaitan dengan kewenangan 
pemberian grasi tersebut tidak 
ditemukan secara eksplisit kriteria atau 
alas an yang digunakan presiden dalam 
mengabulkan atau menolak suatu 
permohonan grasi. 

 
B. Saran 

1. Diharapkan dengan dipercepatnya jangka 
waktu pemberian pertimbangan 
Mahkamah Agung kepada presiden 
menjadi 30 hari maka dalam prakteknya 
mekanisme ini dapat berjalan sesuai 
dengan jangka waktu yang ditetapkan, 
agar permohonan grasi dapat 
diselesaikan secara cepat, sehingga 
terpidana mendapatkan kepastian 
hukum serta tidak ada lagi tunggakan 
kasus permohonn grasi di masa depa 

2. Diharapkan dalam melaksanakan 
kewenangan memberikan grasi, presiden 
benar-benar memperhatikan alasan-
alasan yang digunakan dan alasan 
tersebut  dapat dipertanggung jawabkan, 
bahwa jangan sampai pemberian grasi 
bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang. 
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